
GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset
dan Inovasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

b. bahwa riset dan inovasi daerah merupakan upaya
terstruktur dalam sistem yang pelaksanaannya dapat
diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan
kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tarnbah
optimal bagi perekonomian masyarakat;

c. bahwa untuk mendukung kineija pemerintah daerah,
diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai
pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat
sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku
pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin
ditimbulkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi
Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor
95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6750);
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(2) lanjUt mengenai Criteria dan tata cara penghargaan terhadao
Gubemur

Sebagaunana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PeraturanVJ U UCI 11UI.

Bagian Kesembilan
Riset Darurat

Pasal 21
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah melalui Badan dapatmelaksanakan Riset darurat.
(2) Riset dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

i aksanakan dengan tujuan mengatasi keadaan darurat yang teijadi.
(3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai riset darurat diatur dengan PeraturanGubemur.

BAB IV
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22
(1) Pemerintah Daerah melakukan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kineriapenyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau untuk membenkankemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
(2) Hasil Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dapat dijadikanbahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 23
Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c. inovasi lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 24
Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dapat diusulkanoleh:
a. Gubemur;
b. DPRD;
c. pemerintah Kabupaten/Kota;
d. Perangkat Daerah;
e. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atauf. orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 25
(1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikaji oleh Badan.
(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekeija sama denganperguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
(3) Hasil Pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulanInovasi Daerah:

a. dapat diterapkan; atau
b. tidak dapat diterapkan.



Menimbang :4.

SATINAN

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya

merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak

mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;

bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang

berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius,
jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri,

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif,

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan,

peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu

penguatan pendidikan karakter;
bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana

dimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawab

bersama keluarga, satuan pendidikan, dan

masyarakat; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penguatan
Pendidikan Karakter;

b.

c.

d.

Mengingat. .



Mengingat

Menetapkan:

: 1.

2.

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN

PENDIDIKAN KARAKTER.

TENTANG PENGUATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya

disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah

tanggung jawab satuan pendidikan untuk
memperkuat karakter peserta didik melalui

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah

raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan

pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian

dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar
Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara

terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adaiah jalur pendidikan keluarga

dan lingkungan.

5. Satuan
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Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada
jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap
jenjang dan jenis pendidikan.

Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan
Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan
pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

masyarakat.

Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk
pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan

kegiatan Intrakurikuler.
Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan

karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat,

minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan

kemandirian peserta didik secara optimal.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan
jenis pendidikan tertentu.

11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri
yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang

peduli pendidikan.

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagairnana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

6.

7.

8.

9.

13. Pemerintah Daerah . . .
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13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:
a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai

generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa

Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna

menghadapi dinamika perubahan di masa depan;

b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang

meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama
dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik
dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan
melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan

informal dengan memperhatikan keberagaman budaya

Indonesia; dan

c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan

kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta

Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam
mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputi
nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras,

kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi,

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli
lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab.

Pasal 4 .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 195

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan
dan Perundang-undangan,Deputi

Cahyono


